BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 23% TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG

Menimbang

Mengingat

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dibentuk Tim
Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur
tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih;

bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);



Menetapkan

KESATU

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8
Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG
TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH.

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah
Putih, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.




KEDUA

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur
tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih dan
dokumen pendukung lain;

b. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan
Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan
Koperasi Desa Merah Putih; dan

c. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa
Merah Putih saat proses harmonisasi.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
_. 28 Mei 2025
SPRTUNG TIMUR,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03- 293 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 Me 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

No Jabatan Jabatan Dalam Tim
1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Penanggung jawab
2. |Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Ketua

Kecil, dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
3. |Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Anggota

Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,
Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Belitung

Timur

4. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Anggota
Kabupaten Belitung Timur

5. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Anggota

Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

6. | Analis Kebijjakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

7. | Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

8. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Anggota

Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung Timur

9. | Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Tenaga Anggota
Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Belitung Timur

10. | Pengawas Koperasi Ahli Pertama pada Dinas Anggota
Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah Kabupaten Belitung Timur




